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JALANNYA RAPAT

H. T Jana, S Ko, M/ Pimpioen Repet :

Bremilahimahmanirahim. Assalamg'alalum warghmatulshi wabarsketuh. Seiamat slang dan salam
seseilere bagi kifa semua. Yang terhomat raadary Ketua dan segenap Anggols DPRE Kabupatn Bintan,
Dalam keserpatar yang berhishagia i, markah Kis memanjatican pufl dan syukue kehadirat Allsh ST,
karena ates rabmat dan karunia-Nya kita diber keserpatan unib dagel manghadli Rapat Pavpoma
Dewan: harf it dalam kapdaan sehal wal'oflat. Adapun Paricuma kite pada har ini aduish permbukaan maes
siiang Il kihun 2078, dengan mengucapkan Siamitahimahmantmaiim Rapet Paripuma 2y buka

Fimpinan dan Arggols yang ke hoimg,

Pelaksanasn kegiatan reees Angpots DPRD adalah mecupakan weioh safu progrem kera don
kegiatan pokok Anggoti DPRD yeng diskemaken mulsl tnggal 12 Marel sampai dengan 17 Marst 2018
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adalab uniuk memperolah masukan-Mesulc seta unhk manyeap dan menjanng aeiresl masyarmiat
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disampaikan siang han nanti oleh Wakil Bupati Bintan yakni Rangerda lontang Porubshan Parda
Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 lentang Rencana Pambangurian Jangks Manongah Desrat Tabun
2016-2021 dan Perangkat Desa. Selolah penyampaian Ranperda nant ditanjubian dengan Panpurma
pembeniukan komposisi Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda lontang Porubahan Peida
Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menongah Dastah Tabun
2016-2021 dan Perangkal Desa

Kepada rekan-rekan semua silahkan fika ada yang may deampatian saran stay pendagal Agaah
ada kendala selama melaksanakan reses, saya persilahkan Jka bdak ada, saya bra cukup rapal
Paripuma kita pada ha ini, dan akan kita lanjutkan Paripuma penyampaianipenjelasan Hagala Dastah
terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Bintan Nomor § Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Ranperda Perangiat Desa
Maka dengan mengucapkan Alhamdubiiahirrabil slamin rapat Panpuma i saya ulup,

i, Py tiktok 3 (HgR) R ............

Wassalamu'slakum warshmaluliahi wabarakatuh

Rapat selesai dan ditulup pukul 12.35 wib.
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RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
— "\ ————————=
Hari : Senin
Tanggal 19 Maret 2018
Pukul : 1330 wib s7d 15.05 wib
Acara ¢ 1. Penyampainn/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang :

a. Perubahan otss Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Réncana Pembangunan Jangka Menengah Doerah Tahun 2016-2021.
b. Perangkat Desa
2, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
3. Jawaban/tanggapan Kepala Dacrah atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Anggota Yang Hadir :

H. Nesar Ahmad, S.1P
Agus Wibowo

H. Tri Jono, 5. Kom, MM
Daeng M. Yatir, SH
Zulkifli, 5.Pd

Hj. Siti Maryani, 5.Kom
Hj. Fiven Sumanti, 5.0P
Hesti Gustrian, 8. 8T
Bani Suparti, A.Md
Umar Ali Rangkuti, A.Md
drg. Raja Miskal

H. Amran, 5.IF
Hasriawady, S.IP

. Sunardi, S.S0s

. Andreas Salim

Agman, SE

Mutiagin

Eddy Tianwarman, S.IP
19. Sahak
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Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, 5.1P

Sekretaris : Drs. Edi Yusri
Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Bintan

3. Pimpinan OPD Se-Kabupaten Bintan
4. Eselon 11, 111 dan IV Se-Kabupaten Bintan




5. Camat, Lurah/Kepalis Desa se Kabupaten Bintan
. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Bismillahirrahmanireahim.  Assadamu'alaikem Warnhmaotullahi - Wabarakatuih R.“M' an;HAn}n
DPRD Kabupiten Bintan Senin, 19 Marct 2018 dimulai, Pembukaan Rapat Paripuma dipimpin
ofeh Ketun PPRED Kabupaten Bintan

Iy L84V WA

Pak Sclamat sedang duduk di halaman
Pergi mencari bekal untuk buka puasa
Selamal datang para tamu undangan
Bertemu kembali dalam Sidang Paripuma

Seclavang pandang bintan negeri

Lailn canggung lagu di beri

Dua Ranperda disampaikan han ini

Uniuk penyampaion pandangan setiop fmksi

Bismilahirrahmanirmahim. Assalamu’alaikum Wamhmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang
salam sejahtera bagi kita seua. Yang terhormat  Saudars Wakil Bupati Bimtan, Saudara para
Wakil Ketun dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudarn Pejabat Sekretaris Dacrah
Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon 11, 111 dan IV diijajoran Pemerintah Kabupaten
Bintan, Ssudara para Cumat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-Rekan
Wartawan, Bapak-Bapak, Ihu-1bu hadirin parm undangan yang berbahagia

Periama-tama marilah kita terlebibh dabuluy memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa karena berkm limpahan rahmat dan karnunin-Nya pada hari yang berbahagin
ini, kita dalam keadaan sehat wal afist, dan dopat kembali hadir bersama dirvangan ini dalam
rangka mengikuti  Rapat Paripuma DPRD  Ksbupsten Bintan  dengan  ascara @
1. Penyampaian/penjelasan Kepala Dacrah terhadap Ranperda tentang :

a. Perubahan atas Perda Kabupaten Bintan nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021

b. Perangkat [esa
2, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
1. Jawaban/tanggapan Kepala Dacrah atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepads Bapak-
Bapuk, Ibu-1by, serta hadirin dan undangan stas kehadimnnya memenuhi undangan kami untuk
mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wakil Bupati dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulickan,

Berdasarkan Tota Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.00/KPTS/DPRD-BINTAN2016
Pasal 84 Ayat 2 Point B dikatakan Rapat Paripuma dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi
quorum jika dihadin oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daflar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggots DPRD Bintan dengan
perincian hadir 16 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat
Paripuma DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmannireahim maks Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin,
tanggal 19 Maret 2018 saya nyatakan dibuks dengan resmi dan terbuka untuk umum.
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Wakil Bupati dan hadirin Stdang | ‘aripuarma yany kami muliakan

s Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD) Kabupaten Bintan thun 2016
21 merupakan  pedoman bagi pelaksanaan  pembangunan  dan  instrument  evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lima tashun ke depan dan merupakan penjabaran dan

visi misi dan program Kepala Dacrah dalam arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintah
Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencansan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ducralh, tata carn evaluasi rencans Pernturan Daerah
teitang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD), sena tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjung Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD), Pada pasal 342 ayat 1 huruf (b) bahwa “Perubahan
RPJPD dan RPIMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalisn dan evaluasi menenjukan
bahwa sublansi  yung dirumuskan tidak sesuni dengan  Peraturan Menteri ini  dan ayat |
hurul' (c) “bahwa terjadi perubahan yang mendasar”. Perubahan yang mendasar sebagaimana

dimaksud adalah adanya perubahan kebijakan, mengingat adanya perubahan kewenangan vang di
miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Sesuni dengan Perds Kabupaten Bintan No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Bintan. Terjudinya perubahan tupoksi Organisasi Perangkat
Dacrah (OPD) dan urusan penyelenggaran pemerintahsan, Sehingga REIMD perlu penyesuaian
untuk mengakomodasi perubshan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab dan
Organisasi Fmgkzt[hcrﬂr{DFDhmgtcﬂihLbcminngipudlmdmpmm
pembangunan. Perubshan RPIMD ini adalsh  untuk penyesusian tethadap indikator kinerja,
sasaran tohunan dan target  pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan
pembangunan  yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) tahun 2016-2021.

Wakil Bupati dan hadirin yang kami mulickan,

Sesuni dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 50
ayat 2 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenal Perangkat Desa di atur dalam  Peraturan Dacrah
Mumummrmmmmmmmm
penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa datam melaksanakan tugas
dan kewenangannya, maka perangkat desa unsur yang sangat penting dalam meningkatkan
kelancaran  penyelengaraun  pemeriniahan, pembangunan, pembinsan kemesyarkatan dan
mmymmqmndidmnhhwnﬂuwmmmmmwum
m.mpengnngkmndmpcmbuimnﬁmmhbmdmmp”nnﬂitudimwﬂum
dituangkan didalam sebuah Peraturan Daerah, dengan berdasarkan amanat undang undang yang
telah ditetapkan, Desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah dan memiliki otonomi
untuk mengatur pembangunan desa dan untuk mensejahterakan rakyatnyu, Yang tentu saja dalam
pelaksansan kewenangan, dalam hal ini perangakat desa sebagai unsur Pemerintahan Desa, dapat
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Untuk itu kita harapkan komitmen dan kerjasama yang baik antars pihak eksekutif dan
legislatif dalam pembahasan kedua Ranperda tersebut , schingga pengesahan kedua Ranperda ini
dapat kita segerakan karena kedus Ranperda ini sangatlah penting dan menempati prioritas
pertama. Kerja sama ini merupakan wujud kekompakan pihak cksckutif dan legislatif serta
dukungan dari seluruh lapisan masysrakat terutama masyaraka! desa yang menjadi basis
pembangunan Kabupaten Bintan,

Hal ini demi untuk meningkatkan kescjahlermman masyarakal Kabupaten Bintan dengan
komitmen bahwa kepentingan masyarakat Kasbupaten Bintan adalsh yang paling utama, besar
harapan kami pembahasan kedun Ranperda ini dapat segera disyahkan mengingat program
Baperda tahun 2018 ini masih ada 10 Ranperda lagi yang sedang menunggu untuk segera dibahas
dan disahkan dengan waktu yang sangai singkat sekitar 9 bulan lagi.
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Penjelasan Kepala Daerab terhadip Kedun Ranperds

Drs. 1. ri A Wak

Bismillabirrahmanirahim. — Assalamo’wloikum Warshmatullshi Wabarakotuh,  Salum
scjahters untuk kita semua. Yang terhormat Saudam Pimpinan DPRD dan Anggot DIFRD
Kabupaten Bintan, Yang terbormat Saudar Sekretaris Dacrah Kabupaten Bintan, Yih. Sdr. Kepala
OPLY dan Pimpinan Unit Kega & lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, serts hadirin yang
berbahagia. Alhamdulillabirrobbilalamin, puji dan syukur ke hadimt Allah SWT, Tuban Yang
Maha Esa staz rabmat dan karunia-Nya, schingga kita dapat menghadin Rapat Paripuma DPRD
Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Ranperda Kabupaten Bintan tentang © Perangkat

Desa dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang REIMD Kabupaten Bintan Tahun
2016-2021.

Pimpinan dar Anggora DPRD vang sava hormati,

Perda Kabupaten Bintun No. 2 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang mengubah landasan yunidis pengaturan tentang desa, penyelenggaraan pemerintzh desa
termasuk perunghat desa schingga Pemda perlu merevisi Perda tersebut.

Latar belukang Ranperda ini melihat peran Perangkal Desa sebagai unsur pembantu Kepala
Desa dalam menjalankan urusan pemerinioshan, pembangunan dan kemasyarakastan termasuk
pelayanan  administrasi kepads mosyarakat, Hal ini tentu mempunysi  persoalan  dalam
pelaksanaannya terkait prowes pengisian jabetan, hak dan kewajiban maupun peningkatan kapasims
SDM nya yang perlu kita bahas bersama nantinya.

Pimpinen dan Anggota DPRD yang sayva hormail,

Padn kesempatan il juga, Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan Ranperda tentang
Perubahan atus Perds No.§ Tahun 2016 tentang RPIMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.
Perubahan Perda RPIMD sehagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri No.061/2911/5)
Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2016 untuk segera melakukan
penyesuaian dokumen perencana pembangunan daerah sesuai kelembagean perangkat dacrah yang
di bentuk berdasarkan Persturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah dan
berdasarkan pasal 342 Permendagri No.86 Tahun 2017 bahwa pemerintah dacrah dapat melakukan
perubahan RPJMD karena fidok sesuni dengan tahspan dan tata camn penyusunan rencana
pembangunan daersh, yang telah di atur dalam sturan perundang-undangan,

Pimpinan dan Anggota DPRD yang sava hormati

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan
Ranperda Perubshun RPJMD dan Perangkat Dacrah untuk dibahas maupun dikaji demi
penyempumnaan Ranperda ini yang kemudian di sshkan menjadi Perda. Untuk itu besar harapan
kami DPRD Kabupaten Bintan dapat terus memberi dukungan dan kerja sama antara legislatf dan
chsekutil sehagai upaya meningkatkan kinerja pembangunan dacrah. Schelum kami akhiri, izinkan
kami menyampaikan 2 bait pantun :

Sungguh indah inngan awan
Nikmat dipandang sangatlah indah
Terima kusth untuk Dewan
Ranperda disampaikan sudah

Hari ahad turun kepekan

Unituk membeli si avam ms

Dun Ranperda kami sampaikan

Besar harapan segern di bahas

Wissalamu'alaikum Warshmatullahi Wabarakatuh, Bandar Seri Bentan, 19 Maret 2018 Bupati
Bintan ditandstangani.



FProtokol ;

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Kepala Dacrah yang
baru disampaikan. Kepada juru bicars Fraksi Golkar dipersilahkan.

W Augza C 0 o

Rismillahir Rohmanir Rahieem, Assalamu'alaikum Warshmatullahi Wabarakatuh, Selamat
siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bintan dan Wakil Bupati
Bintan. Yang terhormat Ketus, Wakil Ketua, beserta Anggots DPRD Kabupaten Bintan. Yang
tethormat Saudara Sckretaris Dacrah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lursh dan
Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat para Undangan, Rekan-Rekan
Insan Pers dan hadinn yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Kerya DPRD Kabupaten Bintan,
perkenankaniah kami mengajak hadirin sekalisn untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Allsh SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
schingga hari ini kita semus masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti Sidang
Paripuma Dewan yang terhormat ini.

Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurshkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW schagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, schingga
kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuni dengan tuntunan
agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma seria ketentuan yang berlaku di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan rasa syukur, sampai
hari ini Fraksi Partsi Golongan Karya masih berkesempatan untuk menyampaikan pandangan
umum pada forum yang sangat terhormat ini.

Rapat Dewan terhorma,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang “Perubshan atas
Peraturan Dacrsh Kabupaten Bintan Nomor § Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-20217, perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten
Rintan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain schagai berikut :

. thkmmmﬂmmm&mmm Jangka Menengah
Dmmhjnﬁlahdnkumnpnmm&mnﬁunhnmhmnukpuind: lima (5) tahun yang
memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Dacrah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Dacrah dan memperhatikan RPJM Nusional, memuat arsh kebijakan
hcmngnndmﬂmgihnbmgmmmhtcﬁjnkmmumdmmﬂumnhﬁa
Pmmkﬂmmﬂdmmkmﬁhymﬁmuidmmmm-mkeﬁum

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

7. Perencansan Pembangunan Dacrah (RPJMD) pada dasamya menerjemahkan suatu proses
pemikiran strategis. Kualitas RPIMD sangat ditentukan oleh scherapa juuh RPIMD dapat
mmemmmWMMmem
kﬁwmdmgunptmmmcuphnkmmﬂmdimﬂmpmwmgmynm
mmmwmmmmmm{mmmmmw
hngknhm:giswrmgdipﬂiudihkuhmm:nﬁmm.

3, Hendaknya OPD/SKPD sebagai Intansi Teknis agn:dapﬂtmmmuuhhnmﬁmddmugun
Mvﬁﬂnmﬁﬁt@zmmmﬂwdimmdﬂw
visi dan misi Kepala Dacrah yang berpedoman dani RPIMD terscbut.

4. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya berharsp :
tﬂMwMﬁmmmhmmmMHWSMhﬂT
mghmﬁmdmmﬂnﬁﬁmkuju@@ﬁndﬂmhmhﬂm
sesuai kemampuan Daerah untuk mengimplementasikannya. )
memmwdwkﬁhﬁpﬁmimw!hqmmim
mhgkm“mnfumﬂip[mmillﬁ}'dﬁmm
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€. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarshkan untuk menangani isu dan
permasalahan prioritas.

d. Menyediakan basis untuk mengukur sejouh mana kemajuan untuk mencapal tujuan.

¢. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah vang lebih jelas untuk mencapai tujuan
pengembangan dacrah,

{. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebib produktif, efisien dan efektif,
Rapat Dewan terhorma,

Adapun terhadap Rancangan Persturan Dacrah Kabupaten Bintan tentang “Perangkat
Desa”, Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan menyampaikan beberapa pandangan
sehapai berikul :

I. Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintshan Desa, yang
merupakan unsur yang sangal penting dalam  peningkatan kelancarun penyclengggaraan
pemerinishan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di
Desa, schingga periu mendapat perhatinn dengan mengatur mengenai Iata cara pengangkatan
dan pemberhentian serta keberndaannya,

(e

Dalam hal pengangkatan, pemberhentinn dan penempatan perangkat Desa sebagaimana
dimaksud, harus mengacu pada prinsip-prinsip di antaranya profesional, objektif, bersih dari
KKN, memiliki kemampuan serta keghlion  sesuni dengan kreteria yang di butuhkan dalam
rangka menunjang kinerja perangkat Desa tersebul

3. Perangkat Desa (Sckretaris Desa, KAUR, KASI dan KADUS) sebagaimana dimaksud di
Rancangan Peraturan Daeruh ini perlu di perjelas dan di pericgas bahwa BAB IV tentang
Mekanisme Pengangkatan Peranghkat Desa pasal 10 poin (k). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
mencalonkan din dalam pemilihan perangkat Desa wajib melampirkan izin tertulis dan pejabat
yang berwenang.

Fraksi Partai Golkar berpendapat agar Perangkat Desa yang dimaksud poin (1), harus di
periclas dan di pertegas apakah sebagian staupun semua perangkal Desa boleh di jabat oleh PNS
(Pegawai Negeri Sipil). Karena sclama ini salah satu jabatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ada
yang di jubat olch PNS (Pegawai Negen Sipil).

Rapat Dewan terhormal,

Demikian Pandangan Umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyvetujui
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah
Tahun 2016-2021 dan tentang Perangkat Desa untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus DPRD
Kabupaten Bintan. Sebelum di tutup, izinkan kami ssmpaikan sebush pantun :

Makan lakse terasa pedas

Hidangan di angkat lauknye ketam

Melalui Ranperda tahun 2018

Meningkatkan kinerja Pemkab Bintan

Atas perhatian dan kessbaran seluruh peserta Rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.
Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-
Nya atas segala nist baik kita, Aamiin. Billahi taufik walhidayah. Wassalam'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 Maret 2018. Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Daemh. Ketua, Hj. Fiven Suamanti, S.IP ditandangani. Sekretaris, H.
Amran, S.IP ditandatangani_ A fagan

"

Kepada juru bicara Fraksi Demokrat dipersilahkan.




A wann ¥

\sxabarry- alatkaen W arahmatllahi Wabaralatuh, Salam scjahtera bagi kita scoiua Yang
rorhoerast Soudars Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hintan, Yang terhormat Saudara Ketua dan
Pecsnse Dewan Hescrn Anggota DPRD Kabupaten Hintan, Vang terhormat Saudars sckretaris
Soorad Labegusce Nman, Yang terhormal Saudarn-Sandar uist Pimpinan Forum Koordinasi
Pamonan Dacesdy, Yang terhormat Paca Asbsten. Kepala inas, Badan dan Kamor, Camut,Lurah
dae Nopala Desa & Pemerintahan Kabupaten Mintan, Yang terhormal pars Undangan, Rekan-
Rohas broae Pors, sevia hadinn yang herbahagia.

Y g Viaha Bxa panat ke fika ;\hhtﬂﬂﬂpuﬂnmhiupnnjmkm puji syukur kehadirat Allah
SR, kerona atas wnin-Nyalah kita diberi Lesempatan lahir dan batin, schingga pada hani ini kita
e s Serbumpul dalam Rapal Pﬁmlhm.dmgmaﬁnd:pmpmﬂmpuhqm
Pnhp-nlmmfmﬂ-ihkmdalmmnmlﬂww

Tabem 2§ Tontng Perubahan Atas Peraturan Iacrah Nomor § Tahun 2016 Tentung Kencana
Pembangenas Jangha Menongah Dacrah Tahun 3016-2021 dan Perangkat Desa

mmu:mmmthmmwmmwmwﬁ
Ahaemald S4% mmuuWMummﬁmmnﬂpuﬁmwmm

Samtars Roputi ranae Sowan yang terhormal,
Dengas o Kami memmmwmmmlmm

sohags herzhas

! Hm:hwmmmmﬂimﬁmminhm:mﬁTmhm

Femtamgenan Janghs Mencngah Dacrah Tabun 2016-2021
! mmmmmmmmmmwwm
Dacead Nabcpaen Bmtan MSTmmlﬁmmmmemmegh

\enengab Diserah (RPIMD) Tabun 2016-2021.

Serioran sctelash program priofites Indikator kinerja dacrah ini skan menjadi
et cvaluss kinerja RPIMD
3. Fods WW@WWWMWW

i WMMMMTMEHTWWM
1 Fraks Demokrst mengharapkan Perangkst du:_hnu mengedepankan berbaygni aspirasi



8
3. Perangka T
mﬂﬁimﬁﬁzmhh hnrm.: n‘-r:mmm!j kelengkapan persyaratan administrasi sesuai
sesual dalam pasal 9 gy :II ikat desa. Kelengkapin persyaratan sdministrasi tersehul

4_ .
Dalam mur;gku’l:m pch_ynmn kepada masyarakal dess,perangkal desa yang merupskan
!.mamr penyclenggars keginan  pemerintahan dess diharapkan  dapat menyelenggarakan
E::hn_mmlnhm desa dengan bk mu:u dengan kewajiban yang tertern pada BAR X Pasal 74
nges  dapat v.:mhhumkm prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel
transparan, profesional, efektif dan efisien. :

Seauchara Bupatt, Rapxa Dewan yang terhorma,

Demikian Pandangan Umum  Froksi Demokrat DPRD Kabu i 1 1

ar o paten Hintan, kami fraks

d_ﬂmlirt: menyeiui Hmpq.nh i unfuk dibahas lebib lanjut, terima kasih atas umilpuuﬂ;
sidang yany terhormat ini dan apabils terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maafl vang
sehesar-besamys. Wassalamu‘alaikum  Warhmatollahi Wabamkatuh, Fraksi Partai Demokrat

Karya Dewan Perwakilan Rakymt Dacrah, Ketua, Zulkifli. & 3 ; I
SE dituodawngan. ¥ Ketua, Zulkifli, S.Pd ditandangani. Sckretaris, Zulfsefi,

l:g,,{eaﬂvﬁ'h-

Lrotokol ;
Kepada juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan dipersilahkan.

mar A Y

' Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam scjahtera bagi
kita sernua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terbormat
Wiakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Sckretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala
Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,
Yang terhormat Saudars Camat/Lursh dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Yang terbormat
Rekan-Rekan Wanawan Medis Cetak dan elektronik serta para Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Froksi PDI Pejuangan pada sisng hari ini
terhadap Ranperda tentang Perubahan stus Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa,

kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan do'a dan puji
syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, tufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua, schingga kita dapat hadir dirvang Rapat Paripumna ini dalam keadasn schat wal'afiat. untuk
menyesuaikon  suaty  proses pembahnsan  dalam menjaga  kelangsungan  penvelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bintan,

Sholawat dan Salam semogs selalu tercumhkan kepada Nabi Mubammad SAW beserta
keluarganva, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman,
Selanjutnys ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan
kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum ini, demikian pula veapan
terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Bintan/Wakil Bupati yang telah
menyampaikan pengantar terhadap kedua Ranperda sebagaimana telah discbutkan di atas, sebagai
pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan,

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbakagio,

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap kedun Ranperdn terscbut diatas, kami dan Fraksi
PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Uimum sebagai bertkot -
I. Ranperda lentang Perubahan atas Persturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD) Tahun 2016-2021.
Salah satu dusar perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMIY) Tahun
2016-2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Dacrah
serta Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perturan

pemerintash Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ducrah.



n

Pacda PP 18 Tihun 2016 terscbut hanyak OPD yang mengalumi perubahian, atau banyik unssan

pemerintahan di Kabupaten yang perfu disesuaikan, uniuk i schelum Ranperda ini dibahas

sccara mendalam olch Panitin Khisus, Fraksi PDI Perjuangan menyampaihkan heberapa

peranysan dan pandangan schagm benkul ©

I. Dari analisis simtegis terungkap masih rendahnya tngkat pendidikan level sarjana di
Kabupaten Bintan, Namun, strategh untuk meningkatkannya seperti yang tertuang pada misd
ke 4 dijelaskan meningkatkan kualitss pendidikan, namun tidak divebutkan secara eksplisit
apa wujud strategi untuk meningkatkan pendidikan level sarjung i Kabupaten Bintan
wrschut, serta data yang ditampilkan berdasarkan data tahun 2014, muka kami ingin
mempertanyakan spakah data ity musih valid untuk digunakin saat ¥

Selanjutnya padn isu stregis keschatan dischutkan hanyak penderita HIV/AIDS di
Kabupaten Bintan, juga bersumber pada data 2014 yang perlu dipertanyakan validitssnya,
sert tiduk  disebutkan apa langksh oysta untuk menckon jumlah penderita: penyakit yang
menlikan tersebul.

i

3. Pada isu strategis disebuthan belum optimalnya iklim investasi doerah, Perfu diperjelas
iklim apa yang belum optimal? Apakah yang dimaksudkan iklim investasi yang tidak sehat?
Kemudian, spa wujsd progmm peningkalan daya saing penanaman madal  dacrah,
sehagaimana dinyatakan di amh kebijukan Misi ke 1, Program itu sangal penting mengingal
fajamnyi persaingn investasi di berbagai dacrah di Indonesia dan sesama negam ASEAN,

4. Poda isu strategis ada masalah yang perlu disikapi sangut serius, yaitu belum terbentuknyn
sistemn pemerintahan pmmﬁmymidmmiumpmnpmjrﬁgbﬁhuum
pOVerRINRY, Hanva scpertiga otau 10 Organisasi Perangkat Dacrah (OPD) yung mencrapkan
iSﬂ-MMﬁhimpmﬂImmmmwﬁwmmhﬂfgmmwmﬂ
dinbmummmiymgnhmdihkuhnyﬂmmﬁmﬂ&ﬁpcjntﬂduiuﬂmup
menjadi terbuks secam bertahap. Pertanyaannys, kenspa harus dilakukan secam bertahap
5mm&uﬂmmwmpmmmmmm
umpuimwjunuiﬁBanﬁmimFmrminimkinmnuﬁmmmdnmh
hﬁjﬁmmmﬁl.mmmmwwmmﬁﬁm
kedinasan, Patut ditanyaken apa wijud progrm pendidikan kedinasan iu?

5. Pada isu stapegis terkadl Pelayanun Umum discbutkan masih terjadi pencemaran, dan
kmuahnlinyhmgunhidupnﬂ:ﬂn&ﬁhllmﬂﬁamujuﬁmhuhmnnm
dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yung berkelanjutan, dinyatakan
sissrannys adalsh meningkainya Ruang Terbuka Hijuu (RTH) yang dikelola. Strateginya
adalah meningkatkan/mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat
pemakaman Wmum. Pada arah kebijakan strategi fidak dinyatakon secam cksplisit apa
wﬂmm&mmmmmmnmmmhﬁum
dicantumkan dengan jelas bagaimana penanganan lshan kritis eks tambang yang banyak
umainMMhﬁmnnmmmmlmﬁmmm
M.Mudijﬂnﬂmjwmlmshhm;-hndlhhkmm&mjmﬁniw
hidup tetap terjaga.

ﬁ.mmmmmhmwmmmmmmmmh
mﬁmynmmmeTﬂtMMmmm
dilakukan pada misi ke 5 dijelaskan memberdoyakan lemboaga-lembagn adat fenutama
Lmhauhdﬂhﬂh}umm.mMnulﬁnﬂhn nilai-nilai budaya Melayy dalam

disclesaikan. Yang notabenenya memiliki sejumish keterbatasan, baik samna prasarana
maupun SDM. Diperlukan sirategi lebib konkrit yang melibatkan dinas terkait, jika benar
masih ingin melestarikan nilai-nilal budaya Melayw & tengah masyarakal hinggn beberapa
dekade mendatang.

2. Ranperda tentang Perangkat Desa
}.Mﬂﬁwmmimwwmwmmﬂ uj
mhkpmnimhmmhkmlbeﬂnmpmnﬁmmskﬂﬁmmmm
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kosong hanss segern dilaksanakan begit Ranpenda tentang Perangkat Desa ini disshkan
menymli Permturan Dacrah

ol

Maten pads Ranperds tentang Perangkat  Desa memang mengacy  pada  peraturan
perundang-undangan yang lebib tinggi. Akan tewpi di dalamnya tidak distur tentang
keterwakilan perempuan. Ke depan, agar diperhatikan keterwakilan perempuan dalam
pengangkatan perangkat desa, namun dengan tetap  memperhatikan kemampuan, dan
kapasitasnya

- Mengingat pentingnya peran Perangkat Desa schagaimana disebutkan di dulam Ranperda
i, mika schaiknya Ranperda tentang Perangkst Desa ini dapat segern disahkan, Agar
Pemerintahan  Desa segern memiliki pedoman yang jelas dalam pengangkatan, dan
pemberhentian perangkal desa. Sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjodinya
geschan di tengah masyarakat di desa.

4. Mengingat pentingnya jabatan pada Perangkat Desa, Fraksi kami berharap scielah Ranperda
ini disuhkan nantinya, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Organisasi Perangkal Dacrah
(OPD) terkait harus terus melakukan sosinlisasi, pembinaan dan pengawasan. khususayva,
pada proses penjaringan dan pengangkatan perangkal desa, agar masyarakal desa dapat
benar-benar memahaminya, dan menghindarkan kemungkinan konfik di masyarakat akibat
ketidaktahuan persyaraian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

5. Pada Bab VI Pasal 16 discbutkan batasan masa kerjn perangkat desa sampai usia 60 tahun,
sehaiknya batas masn kerja perangkat desa dibatasi dalam kurun waktu tertentu, dan dapat
diperpanjang kembali jika memang hal tersebut diperlukan, mengingat jabatan perangkat
desa tidak memiliki hak pensiun,

6. Pada Bab VIII Pasal 20 ayat (1) sdalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan
Kepals Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Perlu
dipericgas berapa orang jumlah maksimal staff yang bisa diangkat.

Sidamg Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda
tentang Perubahan atas Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa kami
sampaikan, terima kasih atas perhatiasnnya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam
penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.
Semoga Umum Fraksi ini dapat diterims guna menyempumnakan kedus Ranperda
tersebut. Billahit Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Wambmatullahi Wabarakatuh. Fraksi
PDI Perjuangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua, Hj. Siti Maryani, S.Kom ditandangani.
Sekretaris Umar Ali Rangkuti, A Md ditandatangani.

Protokol ;
Kepada juru bicara Fraksi PKS dipersilahkan.
Mg
Sabak/Fraksi PAS:
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudar Pimpinan Dewan dan Pimpinan
Sidang. Yang terhormat Saudars-Saudara  Anggota Dewan, Yang terhormat Sauwdara Wakil Bupati
Bintan, Yang terhormat Saudara Sekretaris Dacrah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara
Kepals Dinas, Badan, Kantor dijajaran Pemenniah Dacrah Kabupaten Bintan, Yang terhormat
Rekan-Rekan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama mariinh kitn senantinsa bersyukur kehadirmt Allah SWT Rabb semesta
alum atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita masibh  diberikan  kekuatan dan
kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripuma Dewan yang terhormat ini dalam rangka
penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhodap Rancangen Peraturan Dacrah  Tentang
Perangkm Desa,
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Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Mubammad SAW beseria
heluarga, para sahabat-sahabotnya dan parn pengikul setianyn hingga akhir zamun, Selanjutnya,
keumii mengucapkan terima kasih kepada prmpinan sidang yang telah memberikon wakio kepada
Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum dalam Rapat Panipuma Dewan yang terhonmat
ini.

Pimpinan Sidang, Angeota Dewane dan Hadivin yang kami moadicekan,

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Doerah  (RPIMD) menipakan  dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk jungko periode § (lima) thon yang bensi penjabaran dar
visi, misi dan program Kepala Daerah dengan  berpedonan kepadn RPIP Dacrah  sena
memperhatikan RPJM Nasional, Dalom Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 teotang  Bencana
Pembangunan Jangks Panjang Noasional Tahun 20052025 Pasal | angka 4 bahwa RFIMID
menckankan tentang pentingnya menterjemahkan secarn aril tentang visi, misi dan agenda Kepala
Duerah terpilih dolam tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pembangunan  yang mercspon
kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentung tolok ukur kinera untuk mengulkur
keberhasilan pembangunan daerah dalam § (lima) hun kedepan. Jika dulum pegalanan waktu §
{lima) tahun tecjadi hal-hal yang tidak sesuai atou teradi perubahan terhadaop tujuan, sesarn dan
kebijakan serta tolok ukur kinerjn maka perubahan terhadap RPIMD merupakan  schuah
keniscayann yang harus segern dilakukan,

Pimpinan Sidang, Angeota Dewan dan Hodirin yang kami muliokan,

Berkenaan dengan telah  disampaikannya Ranperda tentang Perubahan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, maka
Fraksi PKS setelah mempelajari, menelanh dan membahus dengan scksama drafl ranperda
dimaksud, selanjuinya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai
berikut :

1. Mengacu kepada UL Nomor : 25 tahun 2004, FPKS berharap penyusunan RPJIMD sudah
memenuhi prinsip-prinsip: strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom-up
dan perencanaan top down, schingga meskipun terjadi perubahan tidaklah merubah substansi
dan penyusunan RPIMD jtu sendini mclainkan hanya penyesunian-penyesuaian terhadap
indikator kinerja dan target kinerjn sasaran sesual dengan kondisi riil yang ada. Sclanjutnya
FPKS mempertanyakan kalaulah selama ini penyusunan RPIMD sudah scsuai dengan peraturan
dan keientuan yang ada dan sudah menjabarkan apa yang menjadi visi dan misi Kepala Dacrah,
lalu apa yang menjadi dasar dan melatarbelakangi schingga dilakukan perubahan terhadap
RPIMD? Mohon jawaban agar kami dapat memakleminya.

2. FPKS juga berharap perubahan yang dilakukan terhadap RPIMD sast ini dilaksanakan secara
trasparan, akuniabel dan melibatkan masyarakat (seluruh stakeholder) dalam pengambilan
keputusan perencanaan di semua tahapan perencaan schinggs nantinyn semua terget kinern
sasaran dapal tercapai.

3. FPKS menckankan agar perubahan RPIMD ini nantinya akan semakin memperjelns kemana
dacrah akan diwrahkan pengembangannyn dan apa yang hendak dicapai dalam § (lima) tahun
mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-lungkah strategis apa yeng perlu dilakukan
agar twjuan bisa lercapai,

4. Terkait dengan Tujuan dan Sssaran RPJMD Kabupalen Bintan di Misi 7 yaitu -
Memberdayakan pemuda schagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan, dan disana
hanya ada | (satu) tujuan yaitu : Meningkatkan peran generasi muds dan prestasi olah raga
Dalam hal ini FPKS memandang perlu penambahan kembali terhadap tujuan dan juga indikator
kincrjunya tidak hanya perseniase organisasi kepemudaan yang aktif dan jumlsh prestasi olah
raga yang dirnih, masih banysk upays memberdayakan pemuda apalagi schagai pelopor
pembangunan misalnys peningkatan SDM pemuda dengan meningkatkan keterampilannya,
EMIi‘ﬁlr\spclmﬂudi bidang seni masih dapat digali, memberdayakan pemuda yang mampu
menciptakan  lspangan  kerja  dikalangan pemuda  schingga berdampak  mengurangi
pengangguran, yang kesemuanya tentunya terkait dengan peran pemuda schagai pelopor
pembangunan.
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Pimpiran Sidang. Arggota Dewan dian Hadiein pung kami muliakan,

Berkenaan dengan telah disampaikannya Ranperda tentang Perungkat Desa, maka Frakai
PKS sctelah mempelujari, menclaah dan membahis dengan seksama drall ranperda dimaksud,
selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagni berikut
I Sesusi dengan  Permendugr Nomor B} Tahun 2015 rentang  Penganghatan  dan
Pemberhentianierangat Desa sebagaimna telah' diubah dengan Permendagri Nomaor @ 67 T ahun
2017 menyebutkan bahwa “pengaturan lebil lanjut pengangkatan dan pemberhentian peranghat
desa ditetapkan dalam persturan daerah™, maka FPKS memandang penyusunan Ranperda i
sangat urgent dan sudah scsuai dengan ketentuan yang berluku serta dibutuhkan sebagal payung
hukum bagi pemerintah desa guna meningkatkan penyelenggaman  pemerintahan desa,
peliksanazn pembangunan don pelayanan kepada masyarmku dema

2 Fraksi PKS berpendapat agar judul ranperda ini disesuaikan saja dengan permendagri Nomr -
83 Tahun 2015 ynitu Ranperda tentang “Pengangkatan dan Pemberhentian Perunglat Desa™ ngar
substansi dan ranperda dimaksud lebib konfrehensif,

3. Terkait dengan batang whuh dari Ranperda dimaksud, Frksi PKS menyarmnkan agar
ditambalipasal-pasal yang menjelaskin fungsi dun tugss serta kewenangan dari masing-masing
hagian dari perangkat dess agar dapat Jebih dipahami dan sebagal pedoman pelaksanaan bagi
perangkal desa

4. Fraksi PKS hanyak mendapat masulan dari berbagai kalangan masyamkat terkait Pasal 9 Ayt 2
point b, menyangkul persyarstan umum untuk menjadi peranghat desa yaitu  benuia 20 tahun
sampai dengan 42 tahun. Mohon penjelasan. FPKS memandang batasan usin minimal 20 tahun
untuk menjadi perangkat desa bins diterima, namun batasan usin maksimum 42 thun perly
ﬁmmm%mmmxmsnmmkmmw
yang mengalur tenfung pemberhentian perangkat desa telah dibatasi pada usia 60 mhun.

Pimpinan Stdang, Arggota Dewan dan Hadirin yang kami mulickon,

Demikionlah Pandangan Umum Fraksi Parmi Keadilan Scjahters terhadap Rancangun
Peraturnn [Dacrah ini. Apa yang menjodi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan
tanggapan dan jawaban secara proporsional. Untuk hal-hal lsin yang bersifat tcknis dan butuhb
kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali don mendiskusiknnnya pada pembahasan-pembahasan
selanjutnya melalui Panitia Khusus yang akan dibentuk nantinyn.

Selanjutnys Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannyn dan mohon maaf ates
segals  kekurangan. Wabillahitaufiq Wal Hidsysh. Whassalomu'alaikum  Warahmatullahi
Wabarakatuh. Ketua, drg. Raja Miskal ditandangani. Sekretaris, Sahak ditandatangani,

Kepada jura bicar Fraksi PAN dipersilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalomuo’aloikum Warnhmatillshi Wabarakatuh. Yang terhormat
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terbormat Saudara Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Sekretaris Duerah Kabupaten Bintan, Yang terhormut
Kepala Dinas, Badun, Kontor dan  seluruh Unit Kega  di lingkungan Pemerintah Dacrah
Kabupoten Bintan, Yang terhormal Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan,
Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan elektromik serta para undangan yang
betbahigia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum  Fraksi Amanat Nasional DFRD Ksbupaien
Bintan, izinkanlah kami mengajek scgenap hadinn untuk senantiass memanjathan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'sle, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah,
serta ridho-Nya, schingga kitn bersama-sama dapat menghadin Rapst Paripuma DPRD Kabupaten
Bintan pada hari ini dalam keadasn schat walafiat, scjahtera lahir maupun batin,
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Shalawat terring sabam selalu Kita kicimkan keharibaan Nabi Mubammisd Sholallahu aliihi

W-!S‘!i‘d'.llﬂl‘ll dan semogn kita semvn termasuk ummat yang akon mendapathan syafaotnya i hari
akhirat nanti. Amin,

Siddang Dewan yang terhormiot dan hadivin yomg berbahagia,

Setelah melakukan telanh yang mendalom dan sckaligus mendengarkan  pendapat seria

mastkan dari masyarakat, perkenankanish kami don Froksi Partai Amanat Nosional DPRD
Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum tedudap Ranperda ini schagai berikut:

Rancangan Peraturan Dacmb (Ranperda) Perubahan Atas Pernturan Docrah Kabupaten  Bintan
Nomor § Tahun 2006 Testang Rencana Pembangunan Jungka Meneongah Demh Tahun 2016-
2021

Fokos Layanan Urusan Pilihon Kbusunya pada Sekior Kehutanan masih berbicars pada
persoalan angka mutematiks dintas kertas saga. Padahal magib banynk pekerjoan numah sckior
Kehutanan yang perlu diselessikan seperti persoalan tapal batas hutan lindung yang sumpai han
ini masih meninggalkan sejumlah konflik dan permasalahan yang melibatkan masyuarakat.
Untuk s Fraksi PAN menggesa kepada Pemerininh Kabupaten Bintan untuk sesegern mungkin
menyelesaikan personlan-persoalan ini.

Persoalan pertanshan yang dikuasai perusahaan swasta, masih menjadi kendala bagi
terlaksananya pembangunan di desa-dess seperti i Desa Pengudang. Desa Berakit, Desa
Sebong Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong. Desa Teluk Sasah, Desa Busung, Kelurahan Teluk
Lobam di Kecamatun Seri Kuala Lobam. Sementara potensi Dasa Desa (D) dan Alokasi Dana
Desa (ADD) sangst tinggi sekuli. Schinggo Fraksi PAN mendesak Pemerintuh Kabupaten
Bintan untuk scgera mencarikan solusi terkait penguasaan lahan yang tidak termanfaatkan olch
perusahaan swasta untuk bisa dimonfastkan bagi pelaksanaon pemerintahan desa dan
pembangunan desa.

Ternkit sektor Komunikasi dan Informatika, Fruksi PAN melihat bahwa kerjasama yang
dilakukan harus memihki pola standarisasi profesionalisme sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tenmng Penyizran, Dimana sudah memiliki sertifikasi media dan Dewan Pers dan lzin
Penyelenggaraan Penyiaran (IPF) bagi Lembaga Penyioran baik felevisi dan radio dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika R1. Fruksi PAN mempertanyakan data yang dimiliki
Pemkab Bintan terkait jumlah penyinran yang ada di deerah ini berbeda dengan data yang
dimiliki Komisi Penviaran Indonesin Dacrah (KPID) Provinsi Kepri.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan
belanja Negara setiap tahun anggarun yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten Bintan
yang ditransfer melalui APBD Kabupaten. Fraksi PAN mencgaskan perlunya perubahan data
realisasi pendapatan dacrah pada drft RPJM Tahun 2016-2021 ini dengan memasukan dana
desa dalam tabel.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perangkat Desa

Pemngkat desa merupakan ujung tombak dan keberhasilan pemerintahan daerah. Desa
merupakan gambar/cerminan dan keberhasilan Pemerintah Dacrah schingga perlu mendapatkan
perhatian serius dan lebih. Selain itu, desa, melalui dana desa dan alokasi dana desanya periu
terus dikembangkan untuk membangun desa menjadi lebih baik, maju sejshtera schingga
masyarkot desn mempunyai keinginan kuat untuk hidup dan tinggal di desa. Fraksi PAN setuju
agar dana desa terus di swakeloln oleh masyarakat desa dengan harapan desa menjadi lebih
maju, berdavlat dan mandiri.

Pasal 3 Pernturan Menteri Dalum MNegeri Nomor 47 Tahun 2016 menyatakan Kepala Desa
berwenang menyelenggamkan administrasi pemennishan desa, dalam rangka :

o Penyelenggaman Pemerintahan Desa
b. Pelaksunaan pembangunan desa

¢. Pembinsan kemasyarmkatan

d.

Pemberdayaan masyarakal
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Fruksi PAN mencgonkan penambshan kalimat pada drafl Pasal 3 syst (1) usilien Banperda
ini dengan kalimat tersebut diatas. Dalam dralt usulin Banpenda Perangkat [nerab Fasal 9 Ayat (2
tidak dischutkan adanya persyaratan umim terdaftar schagon penduduk desa dan berternpat linggal
di desa paling kurang | (satu) tibun sebelum pendaftaran schagaimana amanat Persturan Mertern
Dalam Negeri Nomor £3 Tabun 2015 Temtang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkeat [esa
Fraksi PAN mencgaskan penambahan kalimat pada draft Pasal 3 Ayt (1) wsulan Ranperda oo
dengun kalimat teesebut dintas,

Kelenghopan  persyaratun  admimstrasi schagaimana drafl usulan Hanperda Perangiod
Dacrah Pasal 10 hurul [ mensyaratkan sural keterangan berbadan schat dari Rumah Saket v
Pemeniniah  Dacrah, Fruksi PAN dengan tegas menyatakan tidak setuju mengngst kondou
masyarakat desa dan kelerbatnsan yang dimiliki. Fraksi PAN beranggapan syarst sural keterangam
berbadan sehat cukup dan Puskesmas sclempat.

Stctany Dewan yang terhormal dan hadirin yang berbahugia,

Setelah mencermati dan memberikan scjumlah masukan schagsimana dijabarkan di stas,
maka kami dari Fraksi Partal Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda i
uniuk dibghas lebib lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus.

Demikianlah Pandangin Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap
Ranperda ini. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian Pandangan Umum im,
mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanyn, semoga Bintan akan terus
berkembang menjadi  kabupaten termaju di Provinsi Kepri. Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ketun, Hesti Custrian, 55T ditandsngam.
Sekretans, Eddy Twwarman, SP ditandatangani.

Kepada juru bicara Fraksi Gernkan Hati Nurani Perubshan dipersilahkan.

(114 i Peru
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD} Kabupaten Bintan, Yang terhormas
Bupati Bintan, Yang terhormat Sckretaris Dacrah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Kepals
Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemeriniah Daerah Kzbupsten Bintan,
Yang terhormat Ssudara Camat/Lursh dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan, Yang terhormat
Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbshagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirar Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, schingga kita semua dapst
berkumpul diruang Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal'afist
Schingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu apapun.
Shalawat serta salam kepada junjungan semestas alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua scnanliasa mendapat safaat nya menjadi umat
yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubshan tidak banyak yang kami
sampaikan didalam Pandangan Umum, Tentang Perubahan Atas Persturan Dacrah Kabupsten
Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Dacrah 2016-2021.

RPIMD Kabupaten Bintan 2016-2021 merupakan penjabartn visi, misi dan program Bupati
Bintan yang skan dilaksanskan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Penyusunan
RPIMD Ksbupaten Bintan Tahun 2016-202] berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005-2025 dan memperhatikan Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Risu.
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RPIMD jugs akan digunakan schagni rujukan dalam penyusunan Rencana Stratcgis
(Renstrn) SKPD, Rencans Kerjs (Renja) SKPD, Rencina Kerjn Pemenniah Dacrah (REPD),
RAPBD, penyusunan LKPJ Kepala Dacrah sebagai tolok ukur kinerin Kepala Doerah. Maka Fraksi
Cicrnkan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut:

I Pada Ranperda Perubaban RPIMD terdapat perubshan pada Pasal | dengan ditambahkannya
angka 8a Alasan spa yang menyebabkan perfunya dilakukan perubshan terhadap RPIMD
mwngingat pada perubahan pasal 7 ayat 3 berbunyi “Dalam bal torjadi perubahan yang tidak
mendasar yang bersifal parsial dan/atau perubshan capaian sssaran tetapi tidak mengubah tirget
pencapaian sasaran akhir pembangunan RPIMD Tahun 2016-2021, maks penctapan perubahan
capaian sazaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati™. Mohon penjelasan
socarn konknt

2 Pada pasal § tendapat perubahan dalam sistematika penyusunan terutama pads BAB VIL Apa
yang membedakan dengan RPIMD sebelumnya. Mohon penjelasan.

3 Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan program Bupati yang dirumuskan dalam RPIMD
perubatin ini dan menjadi acuan hagi Pemerintah Dacrah. Berkaitan dengan hal tersebut,
langhah-langkah apa yang akan dilakukan. Mobon penjelasan.

Berkmtan  dengan  Rancangan Peraturan Doerah Ksbupateen Bintan Tentang Perangkal
Desa. Desa adalah kesatuan masyamkat hukum vang memiliki batas wiluyah yang berwenang untuk
mengatur dan mengunis unisan pemenintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarss masyarakat, hak ssal-usul, den/atau hak tradisional yang diakui dan hibormati dalam
sistem Pemenntahan Negam Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaran Pemerintah Desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah dalam
mmtﬂmnﬁmmmmwuﬁmmmm
aparst pemerintih yang bersentuban dengan masyarakat punya peran stralegis dan penting untuk
mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun “raksi
Gerakan Huti Nuruni Perubaban terhadap Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Bintan ‘Tentang
Perangkat Desa adalah schagas berikut:

L Kami menyambut baik dengan adanya raperda ini, Supaya masyarakar pada sast

memilib perangkat dess ada pavung hukumnya, jugs agar aparat dess dapat meluksanakan

tugas-tugns sesuai amanal. Dengan Perda ini diharapkan pemerintshan desa mempunyai

pﬂmﬂrmhlmhl}mwmmwmwmmudm

Mjmmmmmkmmhmﬂﬁm&mndim

wmmmjﬁmmmnmwmﬁnmh:ﬂmﬂmpﬂmm

mni harus tertib dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon
penjelasan,

2 Mmmmmmmmmmmmum
ditmbahkan poin untuk melakukan koordinasi dengan BPD (Badan Pemusvawaratan Desa)
mengingat  BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanys merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah dan
ditewspkan secars demokratis. Mohon pertimbangan.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhimya kami
ucipkan ferima kasih. Ketua, Drs. Muhammad Zuhdi ditandangani. Sekretaris Helmy, SH
ditandatanpani.

Lrotokol ;
- Penyeruhun Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati.
= Tanggapan Kepala Dacrab atus Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

1. MENFT o e gnll Dupanl Sintan :

Ersmillahimhmanirrahim. Assalamualaikum Warshmatullahi Wabarakatuh, Yang terhormat
Saudary Hmmnpmmmnrnnmmﬂhm?qm% Kepala
erﬂdilhuhmpmmhhbmﬂmﬂhmmmhﬁrhmw



16

Alhamdulillahi Rabbil Alamin syukur kehadirat Allah  SW I, karena atas berkal dan mlimat yang
telah diberikan kepada kitn  semua, schingga hita dapat - menghadin lanjutan kembali Sicang
Paripuma DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda tanggapan Hupati Bintan atas Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupten Bintan.

Pimpinan DPRI? dan anggeta DPRD serta st - sdara sehalian,
Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan seria jawahan stas beberupa
pertanyaan dari fraksi-fraksi schagai berikut ©
A. Tanggapan serta jawaban atas pandangan urmum Fruksi Golongan Karya sebagai berikut:
. Ranperda tentang Peranghat Desa
Untuk jobatan sekretans desa yung selamma ini diisi oleh Pegawai Negeni Sipil adalah
formasi tahun 2007, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomaor 6 tahun 2014
schretaris desa fidak harus dijabat oleh Pegawal Negeri Sipil, namun harus mlalui
mekanisme penjaringan, penyaringan dan pencalonan. pamun Pegawai Negeri Sipil dapat
menjadi perangkat desa setclah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPIMD Kabupalen
Bintan tahun 2016-2021,
Seluruh saran dan masukan dari Fraksi Golongan Karya kami ucapkan terimakasih
dan akan dimasukkan dalam pembahasan dengan DPRD pada tahap selanjutnya.

B. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat sehagai berikut:
1. Ranperda tentang Perangkat Desa

Kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Demokrat, scmoga
segala harapan yang dilnginkan terwujud melalui pengesahan Ranperda ini schingga dapat
dijadikan pedoman dalam perekrutan perngkat di desa dan juga menghindari konflik yang
mungkin terjadi di tengah masyarakal, serta tetap mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi seria dapat mﬁn@iﬂkmmh;mmhpndnnmmﬂlldm
melalui penyelenggaraan pemerintahan sesuni dengun tata kelola yang baik, akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPIMD Kabupaten
Bintan thun 2016-2021.

Salsh satu prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan sdalah melakukan
peningkatan kescjnhtersan masyamkal yang nyatn yaitu dengan memperhatikan aspek
pendapatan, kesempatan kegja, Immmmmit kebijakan,
bﬂdnynuing.mmpunpcmmkmmupumhngnmmmhmpmpmm,

C. Tanggspan serta jawnban atus pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan schagai berikut :
{. Ranperds tentang Perangkat Desa
4 Kami setuju dengan Fraksi PDI-P, pengangkatan perangkat dess yang masih kosong
mmdwhﬁmhﬂmhﬁmmﬁrmm.

b. Terkait keterwakilan perempuan dalam pengangkstan perangkat desa, diberikan
kesempatan yang seluas luasnya dengan mengikuti mekanisme penjaringan yang ada
kemampuan dan kapasitasnya.

e RmmﬂimmuumdhnhkmmWaMﬂhkukmmiﬂimtmnﬁmnm
pengawasan khususnya pada proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa
nummﬂmmugub:mbnw:ﬂpuhminluhmuﬂnknmmghindﬁ
ferjadinya  konflik di tengah masyarakat akibat ketidakishuan persyaratan.
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

d. Batasan usia sampai dengan 60 tahun sudah mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat
(2) huruf a.

e. Terimakasih atas saran pembatasan jumish maksimal staf desa memang tidak diatur
baik dalnm ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun Ranperds ini namun bisa
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menjadi pertimbangan pada ssal pembahasan dengan memperbatikan kebutuhan dan
kemampuan keuangan desa.

2 Ranperda tentarg Perubahan Atas Perda Nomor § tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten

Batan Tahun 2006-200 )

a Data yang digunakan pada revisi RIFIMD Kabupaten Bintan merupakan basis dats
st penyusunan RIVUMD Kabupaten Hintan tabun 20062021 yang dilakokan pada
awnl periode Kepla Docrah. Wujud strategi socomn chsplisit dalam  rangha
peningkitan kualite pendidikan sarjana ditsanghkan dalam renstra OPE terkait,

b, Duta yang digunaksn pada revisi RPIMD Kabupaten Bintan merupakan basis data
st penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tabun 2016-3021 yang dilakukan pads
awal periode Kepaln Doersh, Langkah-lasgkah yang ditenpub untuk menckan jumlah
penderita penyakit yang mematikan tersebut dituangkan dalam repstrn OFD terkait

¢. Iklim investasi dacrah dipengarulii olch kebijakan dari pemerintahan pusat torkait
penatuan ruang, kawisan lindung, penctapan kemudahan pajak barang dan jasa,
selain it juga dipengarubi oleh kondisi ekonomi global dunia yang fluktuatif. adspun
wujud program peninghatan daya saing penanaman modal doerah adalah melalu
pembenan  kemudahan-kemudahan bagi investor yang mengurus perizinan di
Kabupaten Bintan vang didukung olch pemonfastan teknologi informasi sesua
perkembangan ziman,

d. Tidak sclurub OPD diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi 1SO. 150 divtamakan
bagi OFD yany melakukan fungsi pelayanan, kemudian mengacu pada standurd
pelavanan minimal yang telah ditetapkan oleh kementerisn yang bersangkutan,
sistem scloksi pejabat dari tertutup mengadi terbuka secar bertahap dilakukan karena
kesinpan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan
yang masih terbates dan menghindari shock culture terhadsp perubahan.

¢ Saran penanganan lahan keitis oks tambang kami terima dan akan dimasukkan dalam
pembahusan dengan DPRD pada iahap selanjutnyn.

{ Keterlibatan LAM dalam pembinaan kebudayaan melayu merupakan wujud dari
peran serts masyarokut dalum  pembangunsn  Kabupsten Bintan.  Pemerintah
Kohupaten Bintan dan LAM terus berkomitmen dan bahu-membahu  dalam
mengidentifikasi, menjaga serta membina kebudayaan melayu yang ada di
masyarakal

. Twmymmmmﬁﬁiwmﬂ-ﬁmﬂuhﬂibmw:
I. Ranpendn tentang Perangkat Desa
4. Atas saran oleh fraksi pan memasukkan kewenangan kepals desa  dalam
penyelenggarsan administrasi Pemerintahan Desa dalam Permendagri Nomor 47
tahun 2016, bersifst umum sedanggkan ranperda ini lebih berfokus kepada
pongatursn terkait Perangkat Desa,

b, Tidik dimasukkannys syart sehagaimana lerscbut distas karens persyaratan ini telah
Mwmmmiwwmmﬂm 67
tahun 2017 tentang Perubahan Atz Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang
pen dan pemberhentinn perangkst desa dan sehagai tindak lanjut dani
Putusan MK No. 128 tahun 2016, dalam hal memberikan msa keadilan di tengah
mnsyurakal,

¢, Terimakasib atas saran Fraksi PAN terkait surt keterangan berbadan schat cukup
mmummmmmmmmmmmm
mmwmmmmlmmmmmm
berlaku.
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Ranperdi tentang Perubahan Atas Peeda Nomaor 3 tahun 2006 tentang RPIMID Eabupaten

bintan hun 20006-2021

Selunih saran dan masokan Kemi terma don ol dimosukkon dalam pembalinsan

demgan DPRI pada tahap selinjutnys, datiom hal perbedann poblibo dota, akan dilakukan
verifikas lebih lanjur haik scoaralnternal maipan kepida KD Proviosd

K. Tanggapon sertn jowahan atns panidangan wmam Faksd Parts Keadilan Sejahiora sebagai
benkul:
Ranpenda tenting Peranghat Desa

i

Penyusunan Ranperds ind sngat urgent dan sesual dengan ketentuan yang berluku
sertn dibutuhkan sehagai payuriy hukum bagi pemerintah desa guoa meninghathun
penyelengrdan pemenntah desa, pelaksanuan pembangunan dan pelaynan

Kepada masyarakat judul Ranperdis inl scvami dengan amanal Pasal SO ayat €2)
Lindang-Undang Mo, 6 tabun 2014 huhwa ketentuan lehih lanjut mengensi perangkot
desa distur dengein Peraturan Dacrah

Penambahan ketentuon yang menjeluskan Ningsi dun tugiis pokok masing-musing
bagian dari pernngknt desa ogar depat lebih dipshami dan schagai pedoman
pelaksanaun bagi perangkat desa skan diotur lebib lanjut dengan Peraturan Bupal,

Persynmtan mengenal wsia odalah persyaratan umum yung sifistnys wajib dipatubi,
dan hal ini berlaku di selundh wilaysh indonesia tinpa pengecualion, sesuai denyan
amanal Pasal 50 ayal (1) huraf B Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; bahwa
Perangkat Pesa diangkat dari warga dess yang memenuhi persyaratan berusia 20
(dua puluh) thun sampai dengan 42 (empat pulub dus) tihun,

Ranperda tenting Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 temang RPIMD
Kabupaten Bintan uhun 2016-2021

a.

Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 0617291 1/s) uhun 2016
tentang tindak lanjutl Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangloat
Duerah, Pemerintah Duemb segem melakukan penyesusian dokumen rencana
pembangunan  dacrah sesusi  kelombaguan Peranghkat Dacrab yang  dibentuk
berdasarkan Pernturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemngkat Dacrah,
selamu periode RPIMD Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan dua kali
perda tentang SOT OPD olch karena itu perlu ditctapkan Peraturan Dacrab 1entang
perubihan atss Pernturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah Tahun 2016-2021.

Tahapan perubiahan RPIMD Ksbupaten Bintan tclah dilakukan sesuai dengun
Peraturan Perundangan yang berlaku dan melibatkan seluruh stakeholders.

Seluruh saran dan masukan kami terima dan akan dimasukkan dalam pembahasan
dengan DPRD pada tahap selanjutnya.

F. Tanguapan serta jawaban ates pandongsn umum Fraksi Gemkan Hati Nurani Perubahan
sehagni berikul:
Ranperdi tentang Perangkat Desa

i

Sant ini terkait dengan mekanisme penjaringan, penyaringan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa sudsh mengacy pada peratumn perundangan yang
berlaku, untuk pengnturan lebih lanjut akan diatur mefalui Persturan Bupati Bintan

Penambahan pasal untuk melakukan koordinay dengan badan permusyawaratin
dess (BPD) dalam mekanisme pengangkatan perangknl desa, sciuai denjgan Pasal 55
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwas BPD melakukun pengawasan kinerja
Kepaly Desa, dan Kepala Desa mempunyai wewenang penuh dalam penganghatan
dan pemberhentian perangkat desa, dimana Perangkat Desa merupskan pembantu
Kepals Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
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Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang  KPIMI

Kabupaten Bintan tahun 2016-2021

a. Perubahan Perdn RPJMID schagal tindak lanjut instruksi Menten Dalam Negen
Nomor 0617291 1/5) whun 2016 tentang tinduk lonjut Peraturan Pemerintah Nomaor
18 tahum 2016 untuk scpern’ melakukan  penyésuain  dokumen  rencana
pembangunan  doerah sesund  Kelembagaan  Perangkat  Duerah  yang  dibentuk
berdasarkim Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahin 2016 tentang Pernngkal Dacrah
din menyesunikan  Permendagn Nomor 86 tabiun 2007 dimani terdapat penabubian
tethadagp target sasaran akhir serta OPD Pelaksana yang bertanggung jowab daluin
peluksanman program dalam RPIMD schingga harus ditetnpkan dengoan Peraturan
Dacrah.

b, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanann, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrsh, Tota Care
Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Duerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Carm  Perubahun  Rencann  Pembangunan Jangka  Panjang  Dacrh, Rencana
Pembangunan Jutigka Menengah Ducrah, dan Rencana Kepa Pemerintah Duoerah,
makn terdapat perubshan susunan sistematika dalam dokumen RPIMD. dimana
RIPIMID) sehelumnya terdiri stas ©

Bab | Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tijuan penyusunan RPIMD
Kabupaten Bintan,

Bab 2 Gambaran Umim Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daersh menjelagkan tentang kondisi Kabupaten Bintan
secara komprehensif sebagai busis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan.

Bab 3 Gambaran Pengelolaan Kevangan Dacrah sertan Kerangkn Pendanaan
menguraikan  analisis pengelolaan  keuangan decrah yang pada  dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkon gambaron tentang kapasites atay  kemampuan
keunngan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah,

Hab 4 Analisis lsu-lsu Strategis
Rab ini memuat berbagai permosalahan pembangunon dan isu strategis yvang akan
menentukan kinerga pernbangunan dalom 5 (lima) tabun mendatang.

Bab 5 Visi, Misi, Tujusn dan Sassran
Bab ini menjelnskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertni dengan tujuan dan sasarannyn.

Bab 6 Stategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memust dan menjelaskan strategi dan amb kebijokan pembangunan
Kabupaten Bintan unfuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga
divraikon mengenal kebijokan keuangan dacrah Kabupaten Bintan dalam jangka

menengah,

Bab 7 Kebijakan Umum dan  Program  Pembangunan Daersh

Bab ini menjelasknn mengenni Kebijakan Umum yang akan diambil dalam
Pembangunan Jangka Menengah diin disertai dengan Program Pembangunan Dacrah
vang akan direncanakan.

Bah 8 Indikssi Rencana  Program  Prioritas  yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Dalam bab ini diurmikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta
program yang menjadi tanggung jowab SKPD.



Bab 9 Penctapan Indikator Kinerja Duerah
Dalam bhab ini ditctapkan dan  dijelaskan  mengenai Indikator Kinerja Dacruh

Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tabun ke depan.

Hab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Peloksanaan
Bab terakhir ini memuat pedoman  transisi implementasi RPIMD dari periode

sebelum don sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

Mab 11 Penutup

a Sedangkan dalam perubahan RPIMD disusun menurat Permendagrm homar 87
tahun 2017

b, Langkah-langkoh yang akan dilakukan adalsh sesuai dengan strategi yang
tercantum di dalam RPIMD untuk pencapaian misi Pemerintah Dacrah yaitu
dengan mengusahakan pencapaian terhadap target-target indikator yang ada pada
masing-masing progrmm pembangunan. Koordinasi dan sinergi antar instansi
pemerintah serta Pemerintah Dacrah dan masyamkat akan lebih ditingkatkan
dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta para hadirin yang berbahagia

Demikianlah dan akhimya kami mengucapkan terima kasih atas scgala masukan seria
saran-suran dalam rangka perbaikan Rancangan Peraturan Dacrah yang telah disampaikan melalui
pandangan umum Fraksi di DPRD Kabupaten Bintan. Kami kiranya dapat dilanjutkan pembahasan
bersama-sama Pemerintah Derah dengan DPRD Kabupaten Bintan. Demikian dan terima kasih.
Wassalamu alaikum Warshmatullabhi Wabarakatuh.

Protokol :
Penutupin Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

vgr Abmad, S PP Refig DR RaOEpaien O L
Terima kasih kepada Saudars Bupati Bintan yang telsh menyampaikan pendapat akhir
Kepala Docraha terhadap kedua Perda tersebut.

Demikian rangkaian scara telah kits lafui bersama, maka pads kesempatan ini sckali lngi
saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf
atis sepala kekurangan,

Dengan mengucapkan Alhamdulillshhirabbil Alamin Rapat Paripuma DPRD Kabupaten
Rintan hari ini Senin, 19 Maret 2018 dengan ini resmi says oyatankan di tutup, Wasalamu®alaikum
Warnhmatullahi Wabamkatuh.

Pak Joko di undang menikmati hidangan

Belinu ke Selat Bintan mencan delima

RPIMD pedoman pelaksanaan pembangunan

Kesejahteraan masyarkat Bintan yang paling utama
Memilih kain untuk kursi sandaran
Persinpan rumah bekal tempat tinggalnys
Ranperda Peranghat Desa segera di Perdakan
Agar menjalankan tugas sesuni dengan fungsinya

Cielapnya han tanda nak hujan

Cremuruh halilintar riuh rendahnya

Silep salah kami mohon maafkan

Bertemu kembali di paripuma berikutnya

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala
kekurangan dan terima kasih, Wassalamualsikum Warshmatullahi Wabamkatuh,
Rapat selesai dan ditutup pukul 15,03 wib,
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L Sast ini wrkait dengan mekanisme penjaringan, penyaringan penganglatan dan
pemberhentian peranghat desa sudah mengacy pada peraturan perundangan yang
berlaku, untuk pengaiuran lebib lanjut akan diatur melalui Peratursn Bupas Bintan

k. Penambahan pasl wntuk melakiban koordinai dengan badan permusyswaratn
desa (BPD) dalem mekanisme penganghatun perangkat dess, sewai dengan Pasal 53
LU Nomaor 6 whun 2014 tentang Desa bahwa BPD melakukan pengawasan kinerjo
Repals Desa, dan Kepala Desa wemnpuniysl wowooang penub dalan pengenghatun
dan pemberhention peranghat desa. dimans Perangkit Dess merupakan pembanty
Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemenintahan,

Empuﬂ.ﬁmnmgpmhﬂmmuhrdn?imiuhm]m&unwuﬂﬂhﬂ]

Kabupaten Bimtan tahun 2016-202)

a Perubahan Perds RPIMD sebagai tindak lanjur instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 0612011751 thun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintsh Nomor
18 wmhun 2006 unuk segern melakukan penyesusian dokumen rencana
pembangunan dacrali sesusl kelembogase Peranghai Daeiah yang dibentul
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
dan menyesusikan  Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dimana terdapst perubahan
terhadup target sasaran akhir sera OPD Pelaksana yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan program dalam RPIMD sehingga harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

b. MWP@MMMMN@HEMHITW:T&
Cars Perencanuan, Pengendalisn dan Evalussi Pembangunan Daersh, Tata Cara
LﬂlmﬂmmgmrﬂmﬂanﬂmmRMquhw;me
Panjung Duerah dan Rencans Pembangunan Jangks Menengah Dacrah, serta Tata

mmjmwmmnmmwm
maks terdapal perubshan susunan sistematika dalam dokumen RPIMD. Dimana
RPIMD sebelumnys terdini asas

Hab | Pendahuluan
hhmﬂuhmmm&hmmmmmwm
dﬂmmwmﬂmmmhﬂ#lmmmﬂﬂhm
Kabupaten Bintan,

Hab 2 Gambaran Umum Kondisi Dacrah
Cramberan umum kondisi doerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Bintan

Bab 4 Analisis Isu-lsu Strategis
Bﬁhﬂmmmhhpﬁpuwmhmgmhuimmm&m
mmhnﬁnﬂj:pmbuthhni{lhu}ﬂmmm
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Bab § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Hab ini menjelaskan visi dun misi pemerintah doerah Kabupaten Bintan untuk kumn
waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang diseriai dengan wjuan dan sisarmnnya.

Bab 6 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuast dan menjelaskan strategi dun arah kebijukan pembangunan
Kubupaten Bintan untuk kunun wakiu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu jugs
divraikan mengenmi kebijakan keuangan dacmh Kabupaten Bintan dalam jangks
menengai.

Bab 7 Kebijakan Umum dan  Program Pembangunan Dacrah

Bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan Umum yang akan diambil dalam
Pembangunan Jangka Menengah dan disertai dengan Program Pembangunan Daerah
yang akan direncanakan.

Bab 8 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta
progrin yang menjadi anggung jawab SKPD.

Bab 9 Penetapan Indikator Kinerja Dagrah
Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai Indikator Kinera Dacrah
Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPIMD dan peniode
sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanasnnya.

Bab 11 Penutup

o Sedangkan dalam perubahan RPIMD disusun menurut Permendagrr Nomor 87
tahun 2017

b. Langkah-langkah yang ukan dilakukan adalah sesuni dengan strategi yang
tercantum di dalam RPIMD untuk pencapaiun misi Pemerintah Dacrah yaitu
masing-masing program pembangunan. Koordinasi dan sinergi antara instansi
pemerintah sertn Pemerintah Daerah dan masyarakat akan lebih ditingkatkan
dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerab,

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta para hadirin yang berbahagia

Demikianlah dan akhimya kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan serta
saran-saran dafam rangka perbaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan melalui
pandangan umum Fraksi di DPRD Kabupaten Bintan. Kami kiranya dapat dilanjutkan pembahasan
bersama-sama Pemerinteh Daersh dengan DPRD Kabupaten Bintan, Demikian dan terima kasih.
Wassalamu alaikum Warashmatullahhi Wabarakatuh.

Profokol :
Penutupan Rapat Paripurma DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Tmmn qu-ih I:cpul. Smld-:n Hup-m Bmtm m telah menyampaikan pendapat aklur

B imcls M bs saake e 1.
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Demikian rangkaian scars telah kita lalui bersama, maka pada kﬁcrnj?nlnn ini sekali lag
sayn mengucapkan terima kasih kepada pars hadinn undangasn yang berbahagia dan mohon muaf
atas segala kekurnngan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahhirabbil Alamin Rapat Panpuma DPRD K:bupa:m
Bintan hari ini Senin, 19 Maret 2018 dengan ini resmi saya nyatankan di wuiup. Wasalamu®alaikum
Warahmatullabi Wabarakatuh.

= Py Diketok 3 (Tiga) Kali ===

Pak Joko di undang menikmati hidangan

Beliau ke Selat Bintan mencari delima

RPIMD pedoman pelaksanaan pembangunan

Kesejahternan masyarakat Bintan yang paling utama
Memilih kain untuk kursi sandaran
Persispan rumah bekal tempat tinggalnya
Ranperda Perangkat Desa segera di Perdakan
Agar menjalankan tugas sesuni dengan fungsinya

Gelapnya harn tanda nak hujan

Gemuruh balilintar riuh rendahnya

Silap salah kami mohon maafkan

Berternu kembali di paripuma berikutnya

Protokol :

Demikian Rapat Paripuma DPRD poda hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala
kekurangan dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Warshmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesal dan ditutup pukul 13,05 wib,

Kabag
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KABUPATEN BINTAN
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Drs. EDI YUSRI
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
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DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

HARI

TANGGAL
TU - 13.30 s/d 15.05 wib
L PENYAMPALANTEN]ELASAN KEPALA DAERAH TERHADAPR RANPERDA TENTANG

WAK

ACARA

SENIN
19 MARET 2018

A, PERUBAHAN ATAS PERDA RABUPATEN RINTAN NOMOR § TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2006-2021

B, PERANGKAT DESA

2 PANDANGAN UMUM FRAKST-FRARSL

3. JAWABAN/TANGGAPAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

O NAMA JABATAN ;}H[I‘h TANGAN
I | H NESAR AHMAD, S1P KETUA L .
1 | AGUS WIBOWO WAKIL KETUAT 2
3 | HOTRIJONO, S Kom, MM WAKIL KETUA Il /
4 | DAENG M. YATIR.SH KETUA KOMISII y
5 | ZULFAEF, SE KETUA KOMISI I 5 f
6 | Hj. FIVEN SUMANTL S1P KETUA KOMISI I L e
7 | Drg RAJA MISKAL WAKIL KETUA KOMISLT 7 : ;
<
8 | It ARIF JUMANASS \a\
9 | Hj SITIMARYANI, S Kom WAKIL KETUA KOMISTIIT | 9. d-
10 | Drs MUHAMMAD ZUHDI SEKRETARIS KOMISI 0
I | MUTTAQIN SEKRETARIS KOMIS! 11

12

HESTIGUSTRIAN, 55T

SEKRETARIS KOMISIIN

13

EDDY TIAWARMAN, 5P

ANGGOTA

14

AZMAN, SE

ANGGOTA




1% | AGUSTINUS PURBA. ST ANGGOTA

16 | HASRIAWADY, S.1P ANGGOTA

I7 | HOLAMEN SARIHI SH, MH ANGGOTA

18 | ZULKIFLL Spd ANGGOTA

19 | UMAR ALI RANGKUTL AMd ANGGOTA

20 | ANDREAS SALIM ANGGOTA F\

; H_AMH.P.N. sIp ANGGOTA l":l

22 | BANI SUPARTI, AMd ANGGOTA | » ”f‘j

23 | SUARDI, S Sos ANGGOTA i 4 II

24 | HELMY, SH ANGGOTA 24 ll

25 | SAHAK ANGGOTA ‘
Mengetabul

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

KABUPATEN BINTAN
i;j’m’h F %
rﬁumm UTAMA MUDA

NIP. 19671108 199002 1 004



DAFTAR HADIR EKSEKUTIF
RAPAT PARIPURNA

HARI ¢ Senin
TANGGAL 19 Murct 2008
WAKTU :13.30's/d 15.05
ACARA | Penyampatan/penjelssan Kepals Daerah terhadsp Ranperds tenting
4 Peruhahin Perds Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 - 2021
b. Perangkat Desa
2 Pandangan umum fraks fralod terhadap kedua Ranperds
% Jawahan Bupari atas pandangan umum frakes-fraks kedua Ranperds
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RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
—_—
Hari : Senin
Tanggal . 18 Maret 2018
Pukul : 151054 1525 Wib
Acara :  Pengesahan Panilia Khusus pembahasan Ranperda fentang .
1. Perubzhan alas Perda Nomor 5 Tahun 2016 lentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dasrah Tahun 2016-2021.
2. Perangkat Desa
Anggota Yang Hadi

1. M. Nesar Ahmad, SIP
2. Agus Wibowo

3. H.Tn Jono, S Kom, M
4. Deang M. Yalr, SH

5. Hj. Fiven Sumant, 5.1®
6. Drg. Raja Miskal

7. M} Sif Maryani, S Kom
B. Muitagin

9. Hesti Gustrian, S.ST
10. Eddy Tawarman, SP
11, Azman, SE

12 Hasriawady, S|P

13. Zulkili, S.Pd

14, Umar Ali Ranghuti, A.Md
15. Andreas Sakm

16. Banl Suparti, A Md

17. Suardi, 5.508

18. Sahak

Pimpinan Rapat  : H. Tri Jono, § Kom, MM
Sekretants :  Drs. Edi Yusd

JALANNYA RAPAT

H. Tri Jono, §.Kom, MM /Pimpinan Rapat :
Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu‘alakum warshmatulishi wabarakatuh. Selamat siang dan salam
sefahitera bagi kita semua. Yang lerhormat saudara Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupsaten Bintan
mmmmmmmwmﬂwmm
tethadap Ranpenda lentang Perubshan atas Perda Kabupalen Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
MWMWMWM}TMIDWWWMM
Perangkat Desa.

Untuk ity agenda Paripuma kita pada siang hari inl adalsh Pengesshan Panitia Khusus
mﬁnmhwdammmmmmmstﬂmmﬁm
WWMWMWJM}TMM&EHMWnM

oG Paks dikatok 3 (tiga) kali ...



Pimpinan dan Anggota yang kami hommati

Baru saja kita membentuk komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda
Perubahan atas Perda Nomor § Tahun 2016 lentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 dan Ranperda lentang Perangkal Desa Untuk mempersingkal waklu saya akan
membacakan komposisi Panitia Khusus yang lelsh diusulkan oleh fraksi-fraksi dan akan kita sahkan.
Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang membahas Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun
2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dan Ranperda Perangkal Desa sebagal berikut

1. Panitia Khusus membahas RPIMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 :
Ketua Hj. Fiven Sumanti, 5.IP
Wakil Ketua © H.Tri Jono, S.Kom, MM
Sekrelaris - Zulkifi, S Pd
Anggota : Agus Wibowo

. Suardi, 5.508

. H. Amran, S.IP

. Zullaefi, SE

. Hj. Siti Maryani, 5.Kom

. Muttagin

. Eddy Tiawarman, SP

. Helmy, SH

. Andreas Safim

2. Panitia Khusus membahas Ranperda Perangkat Desa -
Ketua . Daeng M. Yatir, SH
Wakil Kelua . H, Nesar Ahmad, 5.IP
Sekretarns : Drg. Raja Miskal
Anggota © 1. Hesti Gustrian, S.5T
2. Drs. Muhammad Zuhdi
3. Agustinus Purba, ST
4. H.Lamen Sarihi, 5H, MH
5, Umar Ali Rangkuti, A.Md
6. Hasnawady, S.IP
7. Bani Suparti, AMd
8.
8

o LN S L B =S

10 0o =

Azman, SE
. Sahak

Pimpinan dan Anggota yang kami homati,
Demikian komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daersh (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 serta Ranperda

Perangkat Daersh bersama eksekulf, semoga berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan
Athamduliliahirrabil'alamin rapat Paripuma Intemal hari ini saya tutup,

Wassalamu ‘alaikum warahmatuliahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.25 wib.

,/TZ:

NIP. 19701107 200604 2 006



NIP. 1971106

NIP. 16760113 200604 1015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

—

-

Drs. EDI YUSR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 18671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014 2019

HARI - SENIN
TANGGAL - I9MARET 2008
WAKTU - 1510 s/d 1535
ACARA PENGESAHAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
L PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 2021

1 PERANGKAT DESA

NAMA JARATAN TANDA TANGAN
N
1| H NESAR AHMAD.SIP KETUA L
1 | AGUS WIBOWO WAKIL KETUA | |
3| H TRIJONO, S Kom, MM WAKIL KETUATI 3 r\/
.
4 | DAENG M. YATIR.5H KETUA KOMISLE \Vi.
_-.x ZULFAEFL, SF KETUA KOMISE U s Y4
6 | Hj FIVEN SUMANTILSIP KETUA KOMISH I 6 — Sawb
1
7 | D RAJA MISKAL WAKIL KETUA KOMIS! | i%
8 | Ir ARIF JUMANAS - 2 N
g | Hj. SITI MARYANI. § Kom WAKIL KETUAKOMISII | 9. ’—
10 | D MUHAMMAD ZUHDI SEKRETARIS KOMISL] i
0| MUTTAQIN SEKRETARIS KOMISI I uN/ )
12 | HESTIGUSTRIAN, SST SEKRETARIS KOMISI 11 n M
13 | EDDY TIAWARMAN, SP ANGGOTA 1y u
14 | AZMAN, SE ANGGOTA 14 @




AGUSTINUS PURBA ST ANGGOTA
B | HasRIAWADY [P ANGGOTA
|

T | H LAMEN SARIHL SH, MH | ANGGOTA

1 i
B | ZULNIFLLSRd | ANGGOTA
= ' UMAR AL RANGRUTL AMd AMGGOTA
20 ANDREAS 5ALIM ANGGOTA
1 | H AMRAN SIP ANGGOTA n
22 | BANISUPARTL AMd ANGGOTA p 3 y/ﬂg .
23 | SUARDL 5508 ANGGOTA 23 @
4 | HELMY.5H ANGGOTA 24
fa’ | SAHAK ANGGOTA ::' ¥

|

Mengetaing
PEWAN PERWALKTLAN RAKYAT DAFRAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HA!LTM;:.‘\HE.TH KABUPATEN BINTAN
T SEKRETARIS,
—
Hl-m - SIh-m L]
2 = PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19671108 199002 | 004



